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Abstrak
 

Branchless Banking merupakan suatu konsep upaya pemberian jasa atau layanan perbankan, yang dilakukan

tanpa melalui kantor bank namun menggunakan sarana teknologi dan/atau agen. Berbeda dengan negara-

negara lain seperti Brazil dan Pakistan, Indonesia mewujudkan kegiatan Branchless Banking ini dalam dua

bentuk, yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Dalam kegiatan ini, perlindungan bank dan

nasabah juga menjadi isu yang penting, mengingat adanya risiko-risko bagi bank dan nasabah. Untuk itu,

skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada pihak bank dan nasabah dalam kegiatan

Branchless Banking di Bank X, serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia, Brazil dan Pakistan.

Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian

deskriptif.

 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dari segi fungsi layanan antara Layanan

Keuangan Digital dengan Laku Pandai, di mana Layanan Keuangan Digital berfungsi sebagai sistem

pembayaran, dan Laku Pandai berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dalam hal perbedaan dengan Brazil

dan Pakistan, perbedaan sistem perbankan dan landasan hukum menyebabkan perbedaan operasional

Branchless Banking. Hasil penelitian ini juga menemukan dalam hal upaya Bank X untuk melindungi

dirinya dari risiko dalam kegiatan Branchless Banking, Bank X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

penyelenggaraannya, antara lain: Manajemen Risiko dalam penggunaan Agen, kebijakan Anti Pencucian

Uang, Manajemen Risiko dalam pengunaan Teknologi Informasi, serta pengawasan dan pelaporan.

Sementara upaya Bank X untuk melindungi nasabahnya, Bank X menerapkan beberapa aspek, antara lain:

kebijakan perlindungan konsumen, keterbukaan infomasi dan edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan

nasabah dan keamanan dalam transaksi secara elektronik.

<hr>

Branchless Banking is a concept of delivering banking services, not by conventional branch office but

through the usage of technology and/or third party agents. Unlike in other countries like Brazil and Pakistan,

Indonesia has actualized its branchless banking activities in two forms, which are Digital Financial Service

and Laku Pandai. In this activity, bank and customer protections is a key issue, regarding to the risks

exposed to banks and customers. Therefore, this thesis discusses the legal protection to banks and consumers

in the Branchless Banking activities of Bank X, and the regulation comparison between Indonesia, Brazil

and Pakistan. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is

descriptive.

 

The results of this research shows that there are functional differences between the Digital Financial Service

and Laku Pandai, whereas the Digital Financial Service functions as a payment system, while the Laku
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Pandai functions as a financial intermediary. Regarding to the difference with Brazil and Pakistan, financial

system and legal basis difference results in the operational difference of Branchless Banking. The results

also show that in the effort of Bank X to protect itself from Branchless Banking risks, Bank X implements

the prudential principles on its operations, which includes: agent usage risk management, anti-money

laundering policy, information and technology risk management, and also surveillance and reporting.

Meanwhile, in the effort of Bank X to protect its customers, Bank X implements several aspects, including:

consumer protection policy, information disclosure and consumer education, complain handling, and also

electronic transaction security.


